GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR €° TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan

Utara Nomor 106 Tahun 2017 telah diatur mengenai
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara;

. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi

dan kepastian penataan pegawai pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disempurnakan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106
Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;



Menetapkan
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14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 106), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5A

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.

(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1J ;;esenfoer 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 0

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
106 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

TAHUN 2019

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEBUTUHAN PEGAWAI
NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN
PIMPINAN TINGGI | ADMINISTRATOR | PENGAWAS | PELAKSANA | FUNGSIONAL
1 2 3 4 5 6 7 8
I | Kepala Dinas 1 ADA
1. Sekretaris 1 BELUM ADA
a. Kepala Subbagian Perencanaan 1 ADA
1) Analis Rencana Program dan Kegiatan 1 ADA
2) gggggraa%nmlstram Perencanaan dan 1 BELUM ADA
3) Analis Data dan Informasi 1 ADA
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 ADA
1) Pengadmistrasi Kepegawaian 1 ADA
2) Pengadministrasi Umum 1 ADA
3) Petugas Keamanan 1 BELUM ADA
4) Analis Barang Milik Negara 1 ADA
1

5) Pengelola Kepegawaian

BELUM ADA




c. Kepala Subbagian Keuangan ADA
1) Pengadministrasi Keuangan 2 ADA
2) Bendahara 1 BELUM ADA
3) Analis Pengelolaan Keuangan i | ADA
4) Verifikator Keuangan 1 ADA
Kep_a]a Bidang Perencanaan, Promosi dan BELUM ADA
Kerjasama Penanaman Modal
a. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal ADA
Daerah
1) Pengolah Data Peraturan Investasi 1 BELUM ADA
2) Analis Peraturan Investasi 1 BELUM ADA
b. Kepala Seksi Perencanaan Sektoral dan ADA
Pengembangan Potensi Daerah
1) Analis Pengembangan Potensi Daerah BELUM ADA
2) Penyusun Rencana Investasi BELUM ADA
c. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama ADA
Penanaman Modal
1) Pengelola Kerjasama Penanaman Modal BELUM ADA
2) Analis Kerjasama dan Permodalan ADA
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal, Data dan Sistem ADA
Informasi
a. Kepala Seksi Pemantauan,Pembinaan, ADA
Pengawasan dan Fasilitas Penanaman Modal
1) Pengawas Penanaman Modal 1 BELUM ADA
2) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan 1 ADA
Perekonomian
b. Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data ADA
1) Pengelola Data Pengembangan Investasi 1 ADA

2) Analis Data dan Informasi

BELUM ADA




c. Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data dan

: : ADA
Sistem Informasi
1) Pcn.g.?lola SIM Penanaman Modal dan BELUM ADA
Perizinan Terpadu
2) Analis Data dan Informasi BELUM ADA
Kepala Bidang Penyelengaraan Perizinan ADA
dan Non Perizinan
a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non ADA
Perizinan I
1) Analis Dokumen Perizinan ADA
2) Pengadministrasi Perizinan BELUM ADA
b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non ADA
Perizinan II
1) Analis Dokumen Perizinan BELUM ADA
2) Pengadministrasi Perizinan BELUM ADA
3) Analis Hukum BELUM ADA
c. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non ADA
Perizinan III
1) Analis Dokumen Perizinan ADA
2) Pengadministrasi Perizinan BELUM ADA
Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan
Pengaduan Layanan Perizinan dan Non ADA
Perizinan
a. Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan ADA
Perizinan dan Non Perizinan
1) Analis Hukum BELUM ADA
2) Analis Investasi Daerah ADA
b. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan ADA
1) Pengelola Data Layanan Publik dan BELUM ADA
Hubungan Investor
2) Analis Pengaduan Masyarakat BELUM ADA




6. Jabatan Fungsional Tertentu

1) Pranata Komputer

BELUM ADA

2) Penerjemah Pertama

ADA

Jumlah

36

Jumlah Total

59

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
W

IRTANTO LAMBRIE




LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR S0TAHUN 2019

PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I Peneriemab Pertama DEREIK
| Analis Dato don Informasi 2lilale Jabatan £ L — ] Jsbetan sl s LKl fs Jabeten Bl
Pengoian data Peraturon investasi slo|1]a Pengawos Penanamon Modal 7lol1]a Anaits Dokurnen Perizinan ?l1]1]0 Analis Hukum 7|12 1 3 2
Analis Perencanaan 7{1i210 + o o
= peenfentien Analis Peraturon Investosi 7o) 1|a FARUSICT Pl 6|1|1]0 Pengadministras) Perizianan slofj1]|a Analis Investasi Doerah 7|1|1]o -
|Progrom 0o 2 2 1 2 12 4 124 K] ¥~ ]
FE I Eseion Il 1] 0
Eselon 1] 5| <
Sub mhﬂ Kepals Seksi Per Salksi Verifikasi Dan Dats Kepals Seksi Administrasi Palaysnan Pecizinan Dan Seksi P P ik J!:onv :ll 1; ;
W Kelos § elas § 1FU 15|86 21
Tabatan 3 [ K17 ] - | [Kurang FIE]ED
Pengadministrasl Kepegowoion s|1f1]o T 0 S asi el L Jsbaten A2 S s slel /)
Anaiis Pengembangan Potensi Dosroh 7lel1]|a Anaiis Dato dan informasi rjoe|1|= Angiis Dokumen Perizinan ?jo|1] Analis Pengoduon Masyorakor r|oj1]-2
| Petugas Keomanon 310|1|4
Panyusun Rencona lnvestasi r{of a[a| | [PemeloinDotoPengambongen s|1]z2]e Pangodministras Pevizionan slo|1]= Fpatst Dose Loymmen v eon i | o Lol o 19
Anolis Barang Milik Negore rlazile Unvestor
LAy T2 Lanals Hokm 7lof1f ga
Pengadministrasi Umum sj11z2]e o 3 3
Pengeiola Kepegawaian s|lof1] Kepals Seksi Promosi Dan Kerjassma Pananaman Mods! Kapain Sei Anelion Oun Busiiast Dats Dun Sistem
3 3§ 2 Kelas 3 E%’l! Kapala ekl Administrasl Pelayanan Perizinan Dan
I
Kepala Sub Bagian Keuangan 1 Jabatan xsi ol k14 Jabatan “ DA ﬂl
Kelos9 ] ; ; I
[ — Modol 60| 2| Anais Data dan informas) 7lofa]a R IIET
- BLE L Analis dan Permodolon 7l1f1]e Pengelola Sien Penonoman Modal | . 151 4 [ Analis Dokumen Peririnan ?lafa]o
R — 31 a2 |ddan Perizinan Terpod _
1 23 LA Pengadminlstrasi Perizianan slof1]a
| Bandahare 7|0 114
12 4
| Analis Pengeioioon Keuongan rTl1|1]|@
Verifkotor Kevangan 6|1]:]o Ditetapkan di Tanjung Selor
LR pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
wel”

IRIANTO LAMBRIE



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR &0 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan

Utara Nomor 106 Tahun 2017 telah diatur mengenai
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara;

. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi

dan kepastian penataan pegawai pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disempurnakan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106
Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;



Menetapkan
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14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil,

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 106), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5A

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.

(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Lesember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRTANTO LAMBRIE

; Dr.H.Surmnggah , M4p Sexrerar’s Toeroh %—

) Asisten
Drs H - 2ainuddio HY, M5 Admynsteast Umum

Arman Jauhaei , S H Pit. Kepala Biro Ht.kun/\/
Trs M. Abdul Madjid S , M5 epole Birs Drgonuad



Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 peseuber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd
IRTANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 80
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
00 TAHUN 2019

NOMOR

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
106 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Yo —— KEBUTUHAN PEGAWAI
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN
PIMPINAN TINGGI | ADMINISTRATOR | PENGAWAS | PELAKSANA | FUNGSIONAL
1 2 3 4 5 6 7 8

1 | Kepala Dinas 1 ADA
1. Sekretaris 1 BELUM ADA

a. Kepala Subbagian Perencanaan 1 ADA

1) Analis Rencana Program dan Kegiatan 1 ADA
2) g::gg;(:;mmstrasn Perencanaan dan 1 BELUM ADA

3) Analis Data dan Informasi 1 ADA

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 ADA

1) Pengadmistrasi Kepegawaian 1 ADA

2) Pengadministrasi Umum 1 s
3) Petugas Keamanan 1 LT

4) Analis Barang Milik Negara : ADA
5) Pengelola Kepegawaian 1 Rl ADA




c. Kepala Subbagian Keuangan ADA
1) Pengadministrasi Keuangan 2 ADA
2) Bendahara 1 BELUM ADA
3) Analis Pengelolaan Keuangan 1 ADA
4) Verifikator Keuangan 1 ADA
Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan BELUM ADA
Kerjasama Penanaman Modal
a. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal ADA
Daerah
1) Pengolah Data Peraturan Investasi 1 BELUM ADA
2) Analis Peraturan Investasi 1 BELUM ADA
b. Kepala Seksi Perencanaan Sektoral dan ADA
Pengembangan Potensi Daerah
1) Analis Pengembangan Potensi Daerah BELUM ADA
2) Penyusun Rencana Investasi BELUM ADA
c. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama ADA
Penanaman Modal
1) Pengelola Kerjasama Penanaman Modal 1 BELUM ADA
2) Analis Kerjasama dan Permodalan 1 ADA
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan —
Penanaman Modal, Data dan Sistem
Informasi
a. Kepala Seksi Pemantauan,Pembinaan, ADA
Pengawasan dan Fasilitas Penanaman Modal
1) Pengawas Penanaman Modal 1 BELUM ADA
2) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan 1 ADA
Perekonomian
b. Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data ADA
1) Pengelola Data Pengembangan Investasi ADA

2) Analis Data dan Informasi

BELUM ADA




c. Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data dan ADA
Sistem Informasi
1) Pengelola SIM Penanaman Modal dan BELUM ADA
Perizinan Terpadu
2) Analis Data dan Informasi BELUM ADA
Kepala Bidang Penyelengaraan Perizinan ADA
dan Non Perizinan
a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non ADA
Perizinan |
1) Analis Dokumen Perizinan ADA
2) Pengadministrasi Perizinan BELUM ADA
b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non ADA
Perizinan II
1) Analis Dokumen Perizinan BELUM ADA
2) Pengadministrasi Perizinan BELUM ADA
3) Analis Hukum BELUM ADA
c. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non ADA
Perizinan III
1) Analis Dokumen Perizinan ADA
2) Pengadministrasi Perizinan BELUM ADA
Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan
Pengaduan Layanan Perizinan dan Non ADA
Perizinan
a. Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan ADA
Perizinan dan Non Perizinan
1) Analis Hukum BELUM ADA
2) Analis Investasi Daerah ADA
b. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan ADA
1) Pcngelola Data Layanan Publik dan BELUM ADA
Hubungan Investor
2) Analis Pengaduan Masyarakat BELUM ADA




6. Jabatan Fungsional Tertentu
1) Pranata Komputer 2 BELUM ADA
2) Penerjemah Pertama 1 ADA
Jumlah 1 S 14 36 3
Jumlah Total 59

" Do Suransyah M. AP Sercetarys Paerah %

Asisten

- DesH. 2anuddin HIM.ET Ad ministras) Umum

Aemon Jounary |, SH Pk, Nepata B\mmﬂ

”
- Drs M. Abclyl Madyid § g, *epala Biro Orgonisag)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Eesember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE




6. Jabatan Fungsional Tertentu
1) Pranata Komputer 2 BELUM ADA
2) Penerjemah Pertama 1 ADA
Jumlah 1 5 14 36 3
Jumlah Total 59

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 pogeriver 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SURIANSYAH

—

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &0

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRTANTO LAMBRIE




LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR () TAHUN 2019

PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

!uhm' Kapala Seksi Devegulssi Penanaman Modal Dearsh
l Kelas 8
Jsbatan N
 Anaiis Data don informasi 7l1]1]e JEaeten ﬂ+l- :
Pengoiah data Peraturan investas) 6laola]a
Anaiis Perencanaan 7l1]1]e
T (% i Anails Peraturan nvestasi 7lel1fa o 1f1fo
T3 o 2 2 1 2 4 1 2 : | 12 4 s B T !‘uf-
- - Eseion I s a2
muwm' Kepala Seksi Sektoral Saksi Varifkasi Dan Dats mmmm-:mmu ekl P ::onnf 1:1: _o:
l %l‘ Keios 8 s Kelos § JFY FOY ETY )
Tabeian ANz - I T =\ s e = T — Y ) R
s|l2]a]o . FH.P.I.B_H_‘ Johetpn —EE A2 e I m
S Analis Pengembangan Potensi Daerah | 7 | 0| 2 | -1 anciis Data dan Informasi 7)o| 12| | |anaksDotumen perizinan 7lo]1]4 (Anaiis Pengadian Masyarokat 7|o|1]a
Patugas Keomanan 1 3
Peryusun Rencona investosi 7ol sl Aengelols Dot Penganbangan sl1]1]0 Pengadministras Pertzionan sfof1] Pengeloks Dato Layenan Pvbik dan Huburgon | 4 191 4] 4
anotis Barang Millk Negara 7laf1]o investas. e
L T2 Lanalis Hukum rlofa]4 2=
Pangadministrasl Umum s|1f1]o 03 3
P e sl s lila s G P B R R Yapaia Sekst Ansiiss Dan Evaluasi Data Dan Sirtam
7 5 2 Feics 7 S i Faridinen Dan
I Nonparirinan
Sub Isbatan msl el w174 Iabatan xsl ol KT/ Kelas 9 .
S -
rios § - Modal | 60| 2| Anais Dota dan informasi rlef1]a I TR
Jebsten B/ Anolis Kerjasama dan Permodaian 7|1| 1]o| |PemaeiviaSimPenoromanModal | ;| 51 3 | 1|  |analis Dokumen Perizinan 7|a]1]e
| Pengadministras! Keuengan s|z)z2]e \dlan Perizinon Terpody
LA @ 2 2 | pengodministrasi Perizianan s|lo|1]2
Bendahara 7lo1]a L
Analis Pengeioioon Keuangan rT|1|1]0
{Veriiator Kevangan sl1]1]o Ditetapkan di Tanjung Selor
7 5 4 pada tanggal 13 lesenmber 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
v
- 1
L Dr-H.SURIANSYAN, MAP SEXRETARIS DAERAY IRIANTO LAMBRIE
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PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN II

PERATU GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR *~

TENTANG

TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ia Sub S P R . i Pombinasn, Py Tapala Sakal Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Kapala Sekal Kajian Kebjjakan Layanan Peritinan Dan
I Kalas § J“’“%W I]
bt (NN = = . I I [+l
 Anaiis Data don informasi 7|1 0 Jabatan [T} ra Jsbsten [IAFD Jabstan Blrlle Jabsten L
v Investas) 6lof1]a Pengawas Penonaman Modal 7lof1]a | Anails Dokumen Perizinan 7| 1]1fe Analis Hukum 7|ef1]a AEE
Anaiis Perencanoan 7 1 [
e i - - Anais Peraturan invastasi rlo]a]a] | |Ponusonlemimemnmen sflzf[1]e Pengadministros Perisianan s|lof1] Anolis investasi Doerah 7012]1]0
0 2 2 12 12 4 ] Bl K| ¢
F] 1 Tssion 1l1] 0
— Eselon 3|5 =2
umm’ n Kepala Seksi Parancanaan Sektoral Dun Pengembangan " Saksl Varifikasi Den P n Dats Kepala Seksi Dan 1a Seksi P ” g f;;bn I.: :I: :
l 8 Kelas § _Ml_n Kelos § IFU 15/ 1
Jabatan B 4+ ] [Kurang  [34]59] 25
Pangodministras! Kepegownion ?ﬂ 1 0 S K L Jhgtes asiel K i Johote: plxlle Jebetn .-l:'
-~ Anaiis Pengembangon Potensi Doerah 7jel1]-2 Analis Data dan Informasi rloej1]a | Analis Dokumen Perizinan 7|01 1 Anglis Pengaduan Masyarokat 7 1l
gas Keomanan aje -1
Penyusun Rencana Investos! 7|0] 1 ]a] | |Pmasole Dot fempembongon 6|2] 1 Pengodministras! Peririonan s|ofa] Pangeiofe Lo Loyana Al dan Holwrgan ' | 1
Analls Barung Milik Negara 7|1 o investo) Lpvester
o a3 T2 | Lty Hukum 7lofs1] 4 <
Pengadministrasi Umum 5|1 o FEEE
Pangelodc Kepegomwoton = 4 Kauis Subel Proshiont P Kiatasaion Pamaneres Wode! ¥apala Sakal Anaiiza Dan Evalussl Data Dan Sistarm
] 2 7T jl-!’ Kepala Seksl Administrasi Palayanan Perizinan Dan |
l Kepala Sub Bagian Keuangan | Isbatan gslal X | Iabatan xsl s ] x [
| —teeed ] Modet | 6|0 2]-1|  |AncisDotedon informasi 7[ef 1] : I EGLE
Jeostan ] L Analls HEIEL] Pengelola Sim Penormman Mossl | 2191314 Analis Dokumen Perizinan 71f1]e
| Pengodministrasi Kevangan 5|2 0 T T
5. 9 2 2 | pengadministrosi Pertzianan s{o|1]a
| Bandanora 7)o 4 4
Analis Pengeiolaon Keuongon 711 o
VeriPkotor Kesangon sl1)1]0 Ditetapkan di Tanjung Selor
S pada tanggal /15 Desenber 2019
Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 13 I;esem‘nar 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVI

I KALIMANTAN UTARA,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &0

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



